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ABSTRAK 
 

Skripsi dengan judul “Kedudukan Mediasi Dalam Perkara Izin 
Poligami Studi Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 
0028/Pdt.G/2017/PA.LB di Pengadilan Agama Lubuk Basung” ditulis 
oleh Wirman Hidayat 1313010191. Permasalahan dalam skripsi ini 
adalah tidak dilakukannya mediasi dalam penyelesaian perkara 
Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB tentang izin poligami padahal 
menurut ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa 
perkara izin poligami tergolong kepada perkara kontensius, dituntut 
adanya upaya mediasi. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini 
adalah bagaimana kedudukan mediasi terhadap penyelesaian perkara 
izin poligami dalam perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB di 
Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan pertanyaan penelitian yaitu 
(1) bagaimana penyelesaian perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB 
oleh majelis hakim. (2) apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan 
Agama Lubuk Basung tidak melakukan mediasi terhadap penyelesaian 
perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB. (3) bagaimana pandangan 
hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung terhadap ruang lingkup 
perkara yang wajib dimediasi. Metode penelitian ini adalah field 
research yaitu penelitian lapangan. Temuan dari penelitian ini adalah 
(1) hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam proses 
penyeselesaian perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB tidak 
melakukan upaya mediasi. (2) majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk 
Basung menjadikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) 
huruf d sebagai rujukan dalam memutuskan perkara mengenai 
mediasi, dimana perkara izin poligami pada kasus ini menurut majelis 
hakim temasuk perkara yang dikecualikan untuk dimediasi. (3) 
perkara izin poligami pada kasus ini tidak termasuk kepada ruang 
lingkup perkara yang wajib dimediasi meskipun bersifat kontensius 
(ada sengketa). Majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung 
memandang bahwa pada kasus ini tidak ada sengketa karena istri 
sudah menyatakan kerelaannya untuk mengizinkan suaminya 
berpoligami dan pemohon hanya meminta pengadilan untuk 
memberikan izin untuk beristri lagi. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Minithesis entitled “The Position Of Mediation In The Case Of Polygamy 
Permit Study Of Analysis Of Case Settlement Number 
0028/Pdt.G/2017/PA.LB In Religious Court Of Lubuk Basung” discussed 
by: Wirman Hidayat 1313010191. Problems in this minithesis is not 
done mediation in the settlement of case Number 
0028/Pdt.G/2017/PA.LB on polygamy permit according to the provision 
of PERMA No. 1/2016 confirms that the pertial of polygamy permit 
belong to the case of contetious, is demanded of mediation effort. The 
formulation of the problem in this thesis is how the position of 
mediation on the settlement of polygamy permit case in the case 
Number 0028/Pdt.G/2017/PA.LB at the Religious Court of Lubuk 
Basung with the research question that is (1) how the settlement of the 
case Number 0028/Pdt.G/2017/PA.LB by a panel of judges. (2) what is 
the basis of judges consideration of Religious Court of Lubuk Basung 
does not mediate the settlement of case Number 
0028/Pdt.G/2017/PA.LB. (3) how to opinion judges of Religious Court 
of Lubuk Basung on the scope of the diligent mediation case. This 
research method is field research. The findings of this research are (1) 
Religious Court opinion Lubuk Basung in the process of settling the case 
Number 0028/Pdt.G/2017/PA.LB not make mediation effort. (2) the 
judges of the Religious Courts of Lubuk Basung make PERMA No.  
1/2016 Article 4 Paragraph (2) sub Paragraph d as a reference in 
deciding cases concerning mediation, where the case of polygamy 
permits in this case is according to the judges including cases that are 
exempt for mediation. (3) cases of polygamy permits in this case are not 
included in the case of the subject matter which is obliged to be 
mediated although it is contentius (there are disputes). The judges of 
Religious Court judges Lubuk Basung considers that in this case there is 
no dispute because the wife had expressed willingness to allow her 
husband to polygamy and the applicant only asks the court to give 
permission to take another wife.    
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